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BAB V 
PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

dikemukakan simpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial menunjukan bahwa pengelolaan keuangan daerah 

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota 

Gorontalo. Koefisien dari regresi untuk pengujian hipotesis pertama 

yakni positif. Nilai t positif menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan 

daerah yang dilakukan secara optimal maka akan meningkatkan 

Kinerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo. 

2. Secara parsial menunjukan bahwa Sistem akuntansi keuangan daerah 

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota 

Gorontalo. Koefisien dari regresi untuk pengujian hipotesis kedua yakni 

positif. Nilai t positif menunjukkan bahwa semakin efektif penggunaan 

Sistem akuntansi keuangan daerah maka Kinerja Pemerintah Daerah 

Kota Gorontalo akan mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik. 

3. Secara simultan menunjukan bahwa pengelolaan keuangan daerah 

dan Sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Kinerja Pemerintah 

Daerah Kota Gorontalo. Hasil Adjusted R Square sebesar 0,514. Nilai 

ini menunjukan bahwa sebesar 51,4% variabilitas Kinerja Pemerintah 

Daerah Kota Gorontalo dapat dijelaskan oleh Pengelolaan keuangan 
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daerah dan Sistem akuntansi keuangan daerah, sedangkan sisanya 

sebesar 48,6% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini seperti variabel komitmen organisasi, budaya 

kerja, gaya kepemimpinan, pengawasan kerja, tingkat kompensasi 

atas keberhasilan kerja pegawai, transparansi, akuntabilitas serta 

sistem pengendalian internal pemerintah daerah. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Gorontalo berupaya untuk 

menjaga dan terus meningkatkan akuntabilitasnya terutama dalam 

aspek akuntabilitas horizontal dimana pertanggungjawaban kepada 

masyarakat harus dimaksimalkan dengan aktif dalam membuiat 

laporan posisi keuangan serta capaian kinerja keuangan pada situs 

resmin agar mudah diakses oleh masyarakat luas dan dapat 

digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan baik oleh praktisi ataupun 

akademisi 

2. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Gorontalo terus meningkatkan 

kompetensi dan komitmen dari pegawai dalam implementasi sistem 

akuntansi keuangan daerah agar pegawai mampu untuk mencapai 

pemahaman, ketelitian dan kemampuan seorang akuntan dalam 

menganalisis pencatatannya sehingga data yang dihasilkan akurat 
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sehingga akan mampu menghasilkan laporan keuangan pemerintah 

yang berkualitas.  

3. Dalam upaya peningkatan kinerja pegawai maka perlu bagi pimpinan 

untuk aktif dalam melakukan pengawasan kepada pegawai serta 

dengan menerapkan gaya kepemimpinan yang variatif agar mampu 

menciptakan suasana kerja yang dapat meningkatkan hasil capaian 

kerja dari aparatur. Kemudian aktif dalam mengikutsertakan aparat 

atau pegawai dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan mengenai 

pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi agar pegawai lebih 

kompeten dan menghasilkan kinerja yang baik secara individual 

maupun secara kolektif yang merupakan ukuran keberhasilan 

pemerintah daerah Kota Gorontalo. 
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